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Dekab Parmout Bentuk Panja

PARMOUT, MERCUSUAR - Adanya
temuan disejumlah SKPD yang diang-
gap bermasalah, DPRD Kabupaten
(Dekab) Parigi- Moutong (Parmout)
akhirnya membentuk Panitia Kerja
(Panja). Pembentukan panja untuk me-
nindaklanjuti permasalahan tersebut.

Selain itu, panja juga akan memba-
has persoalan terkait aset yang pada
laporan hasil pemeriksaan (LHP)
BPK masih menjadi salah satu faktor
penyebab Parmout tidak lepas dari
Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Informasi diperoleh usai Paripurna,
Jumat (30/5/2014), Dekab akan mem-
bentuk tiga Panja yang akan menelu-
suri berbagai persoalan. Ketiga panja,
yakni panja kebijakan umum, panja
aset dan panja kesehatan.

Anggota Dekab Parmout Rahmat
mengatakan, jangan berpikir pem-
bentukan panja untuk mempereteli
kewenangan-kewenangan eksekutif.

Namun, katanya, adanya panja-agar,
pemerintahan di Kabupaten Parmout

kedepan lebih baik, serta memudah-
kan meraih targetsesuai visinya seb-
agai kabupaten terdepan. “Contohnya
sampai hari ini kita tetap mendapat-
kan predikat tertinggi, yakni wajar
dengan pengecualian. Salah satunya
adalah aset, karena pengelolaan aset
yang buruk. Padahal Bagian Aset,
Keuangan dan Tapem sudah melaku-
kan hal-hal terbaik,” ujarnya.

Masih menurut Rahmat, hasil pen-
elusuran pansus bahwa Tapem men-
galami kesulitan menangani aset.
Sebab pejabat senior di Tapem diang-
kat tahun 2010, sedangkan masalah
aset dari tahun 2003.

Olehnya, dibutuhkan dorongan
Dekab untuk mengusut mulai dari
2013, agar persoalan aset selesai,
hingga tidak ada lagi catatan di LHP
BPK tentang pengelolaan aset.

Berkaitan dengan kebijakan umum,
lanjut Rahmat, ada beberapa kebi-
jakan yang biasanya hanya disele-
saikan dengan metode pengembalian

uang, tanpa melalui proses hukum.
Padahal, kebijakkan itu merugikan
Pemkab Parmout.

Dicontohkannya, salah satu kebijakan
yang sangat naif, temuan jasa konsultasi
hingga miliaran rupiah serta hanya sele-
sai dengan pengembalian uang. “Tidak
bisa demikian. Sebab secara ‘hukum
dia ada namanya kontrak kerja, dan ia
melanggarnya. Bupati bisa melakukan
‘blacklist’, hingga ia tidak boleh lagi
menjadi konsultan di Parmout. Karena
ada anggaran puluhan miliar di departe-
men perhubungan yang tidak jadi ke
Parmout, gara-gara konsultasinya tidak
dikerjakan. Inikan hal yang buruk,”
tandasnya.

Olehnya, sangat perlu dibentuknya
panja untuk menelusuri masalah-
masalah tersebut. Selain itu, men-
elusuri dugaan proyek-proyek yang
dikerjakan secara asal-asalan. “Ini
(panja) supaya tidak berpolemik di
media, hanya berbalas pantun antara
DPRD dan eksekutif,” tutup Rahmat. tia




